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ABSTRAK

Pertumbuhan perekonomian suatu negara dapat didorong dengan kebijakan —
kebijakan fiskal yang dibuat pemerintah. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang
paling besar dalam rangka belanja infrastruktur nasional. Di Indonesia, menganut sistem
pemungutan pajak secara self assessment yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab
kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat
mengakibatkan kemungkinan adanya kecurangan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Saat ini, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya masih rendah yaitu
sekitar 60-70% didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan bukan Wajib Pajak
pengusaha  (Sumber:  http://www.pajak. go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-
wajib-pajak).

Tax Review merupakan salah satu cara untuk menilai tingkat kepatuhan Wajib
Pajak, baik Badan maupun Orang Pribadi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tax
review juga dilakukan untuk mengurangi atau menghindari sanksi yang mungkin timbul.
Penulis melakukan fax review pada PT X yang merupakan perusahaan pabrikasi material dan
usaha jasa konstruksi. Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan fax review adalah
menentukan ruang lingkup pajak yang ingin dibahas, yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) tahun 2016, memeriksa kelengkapan data perusahaan, dan
melakukan review terkait perhitungan, penyetoran, dan pelaporan SPT Masa dan SPT Tahunan
2016.

Metode peneltian yang digunakan adalah metode deskriptif. Penulis juga
melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan seperti
wawancara dan pengumpulan data serta studi pustaka yang berkaitan dengan penelitian.
Dalam penelitian ini, data yang banyak digunakan adalah data hasil wawancara, data yang
dikumpulkan dari PT X dan hasil studi pustaka seperti buku dan peraturan perpajakan.

Setelah melakukan fax review terhadap kewajiban perpajakan perusahaan
terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai untuk menilai kepatuhan Wajib Pajak
dan sanksi yang akan timbul apabila Wajib Pajak tidak patuh, dapat disimpulkan bahwa PT X
belum menjalankan kewajiban perpajakan terkait Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan
Nilai secara benar. PT X belum termasuk kategori Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan
kewajiban atas Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. PT X banyak terkena sanksi
terkait penyetoran dan pelaporan. Oleh karena itu, diharapkan PT X dapat lebih
memperhatikan waktu penyetoran dan pelaporan sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku.

Kata Kunci : Pajak, Tax Review, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Kepatuhan,
Sanksi.




ABSTRACT

A country’s economic growth can be driven by the goverment’s fiscal policy.
Taxes are the largests source of state revenue in the matter of national infrastucture
expenditure. Indonesia adopt self assessment tax collection system that giving the trust and
responsibility to the taxpayer to carry out its tax obligations. This may lead to the possibility
of fraud in the enforcement of tax obligations. Currently, taxpayer compliance level in
reporting the tax is still low which is about 60%-70% and is dominated by individual
employees taxpayers instead of entrepreneurs taxpayer (Source:
htip://www.pajak. go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak).

Tax review is one way to assess the level of taxpayer compliance, both
corporate and individual in the implementation of tax obligations. Tax review are also used
to reduce or avoid possible sanction, the authors conducted a tax review on PT X which is a
material manufacturing and construction services company. The steps undertaken in the tax
review is to determine the scope of tax to be discussed, which is Income Tax (PPh) and 2016
Value Added Tax (VAT), checking the completeness of company’s data, and conduct reviews
related to calculation, deposit, and reporting SPT Massa and 2016 Annual SPT.

The method used is descriptive method, the authors also collect primary and
secondary data through field research such as interviews and data collection and literature
study related to the research. In this study, the data that are widely used is the data interviews,
data collected from PT X and the resullts of literature studies such as books and tax regulations.

After conducting the tax review of the company’s tax oblogations related to
Income Tax and Value Added Tax to assess taxpayer compliance and sanctions that will arise
if the taxpayer doesnot comply, it can be conclude that PT X has not performed tax obligations
related to Income Tax and Value Added Tax correctly. PT X is not included in the category of
compulsory taxpayers in implementing the obligations on Income Tax and Value Added Tax.
PT X are way to much exposed to the sanctions related to depositing and reporting. Therefore,
PT X is expected to pay more attention to the period of deposit.

Keywords : Tax, Tax Review, Income Tax, Value Added Tax, Compliance, Sanctions.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pertumbuhan perekonomian suatu negara dapat didorong dengan
kebijakan-kebijakan fiskal yang dibuat oleh Pemerintah. Pajak merupakan sumber
utama penerimaan negara yang dapat digunakan untuk mendanai belanja pemerintah
dalam rangka pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah mendorong semua
warga negara untuk membayar pajak secara benar. Menurut UU KUP, pajak
merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penerimaan pajak dapat menyumbang sekitar 74,6% dari seluruh
penerimaan negara (Sumber:
http://www.google.co.id/amp/s/pemeriksaanpajak.com/2015/11/16/berapa-porsi-
penerimaan-pajak-dalam-apbn/amp/). Berdasarkan data bulan Mei 2017, penerimaan
pajak dapat dikatakan melambat yaitu tumbuh dibawah 10% dibandingkan tahun
sebelumnya yang tumbuh sebesar 12%. Hal tersebut dikarenakan adanya pelaporan
pajak yang terlambat, penurunan tarif PPh Final atas pengalihan tanah dan bangunan,
dan dampak kenaikan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) pada PPh Pasal
21 (Sumber: http://nasional kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-di-bulan-mei-2017-
melambat). Penerimaan pajak tersebut dapat menyebabkan pertumbuhan
perekonomian Indonesia tidak seperti yang ditargetkan oleh pemerintah.

Saat ini, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya
masih rendah yaitu sekitar 60-70% didominasi oleh Wajib Pajak Orang Pribadi
karyawan bukan Wajib Pajak pengusaha (Sumber:
http://www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak.)

Wajib Pajak cenderung memilih mengecilkan jumlah kewajiban yang harus dibayar
kepada negara atau justru mengabaikan kewajiban tersebut. Kewajiban perpajakan
timbul apabila terdapat subjek dan objek pajak. Subjek pajak dibagi menjadi dua
kategori yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan, sedangkan objek
pajak yaitu penghasilan. Setiap subjek pajak yang memiliki objek pajak wajib



mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib
Pajak yang telah memiliki NPWP wajib memenuhi kewajiban perpajakan yaitu
menghitung, mengkreditkan, membayar, dan melapor jumlah pajak yang terutang.

Di Indonesia, menganut sistem pemungutan pajak secara self
assessment yaitu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak
untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.
Hal tersebut dapat mengakibatkan kemungkinan adanya pembayaran kewajiban
pajak yang dilakukan secara tidak benar baik disengaja maupun tidak disengaja.
Tindakan ini dapat mengakibatkan Wajib Pajak yang bersangkutan dikenakan sanksi.
Oleh karena itu diperlukan adanya cara untuk mengurangi atau menghindari risiko
atau sanksi tersebut, salah satunya melalui tax review.

Tax review merupakan salah satu cara untuk melihat tingkat
kepatuhan Wajib Pajak, baik Badan maupun Orang Pribadi dalam perhitungan,
pembayaran dan pelaporan untuk PPh scrta terkait penerbitan [aktur pajak,
pembayaran, dan pelaporan PPN. Secara umum menurut PMK Nomor
74/PMK.03/2012, Wajib Pajak dapat dikatakan patuh apabila tepat waktu dalam
penyampaian SPT Tahunan dalam tiga tahun terakhir, dalam tahun terakhir
penyampaian SPT Massa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap
jenis pajak dan tidak berturut-turut, SPT Masa yang terlambat dimaksud telah
disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Massa Pajak berikutnya,
tidak mempunyai tunggakan pajak atas semua jenis pajak, tidak pernah dijatuhi
hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam jangka waktu lima tahun
terakhir, dan laporan keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau BPKP,
harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian
sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal selama tiga
tahun berturut-turut.

Perusahaan X merupakan perusahaan yang bergerak dibidang
fabrikasi material konstruksi di Jakarta. Perusahaan diketahui telah melaksanakan
kewajiban perpajakan terkait pelaporan SPT Tahunan PPh pasal 29, SPT Massa
untuk PPh pasal 4(2), 21, 22, 23, 25, dan PPN. Perusahaan dikenakan PPN alas

pembelian bahan baku dari pemasok dan penjualan barang jadi yang sudah diolah



untuk dijual ke pelanggan. Atas pembelian bahan baku yang dikenakan PPN tersebut
maka nilai PPN yang dibayar akan menjadi Pajak Masukan bagi perusahaan.
Sedangkan atas penjualan barang jadi maka nilai PPN yang dibayar oleh pelanggan
tersebut akan menjadi Pajak Keluaran bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan
dapat mengkreditkan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang diperoleh dari
pembelian bahan baku dan penjualan barang jadi. Jika jumlah Pajak Keluaran lebih
besar dibandingkan Pajak Masukan maka perusahaan akan menyetorkan jumlah
kekurangan tersebut kepada negara. Berdasarkan informasi dari pihak internal
perusahaan, perusahaan X belum pernah melakukan review atas pajak yang telah
dibayar selama ini, sejauh ini perusahaan belum merasakan adanya kendala terkait
perhitungan PPh dan PPN, belum pernah diperiksa atau dikenakan sanksi atas
pembayaran dan pelaporan SPT dan penerbitan faktur pajak. Oleh karena itu, penulis
ingin melakukan review atas seluruh kewajiban perpajakan perusahaan tahun 2016
dan juga ingin menguji tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang

selama ini telah berjalan.

1.2. Rumusan Masalah
Berdasarkan hasil pembahasan latar belakang yang telah diuraikan,

maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil fax review terhadap kewajiban perusahaan terkait PPh?

2. Bagaimana hasil tax review terhadap kewajiban perusahaan terkait PPN?

3. Apakah perusahaan sudah tergolong ke dalam kategori Wajib Pajak patuh atau
Wayjib Pajak tidak patuh?

4. Bagaimana sanksi menurut peraturan atau perundang-undangan yang mungkin
dihadapi jika Wajib Pajak tidak patuh?

1.3. Tujuan Penelitian
Sesuai dengan identifikasi masalah yang akan dibahas, maka tujuan

yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hasil tax review perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban terkait
PPh.

2. Mengetahui hasil fax review perusahaan terhadap pemenuhan kewajiban terkait

PPN.



3. Mengetahui apakah perusahaan sudah tergolong ke dalam kategori Wajib Pajak
patuh atau Wajib Pajak tidak patuh.

4. Mengetahui sanksi menurut peraturan atau perundang-undangan yang mungkin
dihadapi jika Wajib Pajak tidak patuh.

1.4. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak

seperti:

1. Bagi Penulis
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu penulis dalam
meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait penerapan di bidang
perpajakan khususnya fax review. Penulis juga dapat mengetahui kepatuhan
perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan pengenaan sanksi
perpajakan melalui pengaplikasian tax review.

2. Bagi Perusahaan
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu perusahaan untuk
mengetahui apakah jumlah kewajiban pajak terutang yang dibayar telah sesuai
dengan perhitungan peraturan perpajakan yang berlaku. Perusahaan juga dapat
mengetahui informasi terkait sanksi perpajakan yang akan timbul apabila terdapat
kesalahan dalam perhitungan, pembayaran, dan keterlambatan dalam pelaporan
pajak.

3. Bagi Pembaca
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman terkait fax review dan juga dapat dijadikan perbandingan bagi

penelitian berikutnya.

1.5. Kerangka Penelitian
Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan

negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat meningkatkan
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penerimaan negara khususnya untuk belanja pemerintah dalam pembangunan
infrastruktur nasional.

Subjek pajak terdiri dari Badan dan Orang Pribadi. Setiap subjek
pajak yang memiliki objek pajak yaitu penghasilan baik PPh maupun PPN akan
dikenakan pajak. Sistem pemungutan pajak yaitu self assessment system, official
assessment system, dan withholding tax. Indonesia menganut sistem self assessment
yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk
menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang. Untuk
Wajib Pajak Badan dapat bertindak sebagai withholding tax, perusahaan bertindak
sebagai pihak ketiga yang menghitung dan memotong PPh atas gaji karyawan.

Perusahaan yang sudah dikukuhkan menjadi PKP akan menghitung,
membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang untuk pasal 4(2), 21, 22 ,23, 25,
29. Setiap Wajib Pajak badan yang melakukan penyerahan barang kena pajak wajib
menerbitkan, membayar, dan melaporkan faktur pajak. Oleh karena itu perlu
dilakukan review untuk melihat sejauh mana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam
memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut PMK Nomor 74/PMK.03/2012,
kriteria Wajib Pajak patuh atau tidak patuh dapat dilihat dari ketepatan dalam
penyampaian SPT Tahunan dalam tiga tahun terakhir, dalam tahun terakhir
penyampaian SPT Massa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap
jenis pajak dan tidak berturut-turut, SPT Masa yang terlambat dimaksud telah
disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Massa Pajak berikutnya,
tidak mempunyai tunggakan pajak atas semua jenis pajak, tidak pernah dijatuhi
hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum dalam jangka waktu lima tahun
terakhir, dan laporan keuangan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik atau BPKP,
harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau wajar dengan pengecualian
sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal selama tiga
tahun berturut-turut.

Jika Wajib Pajak tidak patuh maka Direktorat Jendral Pajak dapat
menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP). STP
dapat diterbitkan untuk kewajiban PPh maupun PPN. STP untuk PPh diterbitkan
apabila pajak penghasilan tidak atau kurang dibayar dan dari hasil penelitian terdapat



kekurangan pembayaran akibat salah tulis atau salah hitung akan dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% sebulan paling lama 24 bulan, Wajib Pajak
yang dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga, untuk PKP yang tidak
atau terlambat membuat faktur pajak, PKP yang tidak membuat faktur pajak secara
lengkap dan PKP melaporkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan masa penerbitan
faktur akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari Dasar
Pengenaan Pajak (DPP), dan PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan
pengembalian pajak masukan akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2% sebulan.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) diterbitkan apabila setelah Direktorat
Jendral Pajak melakukan pengawasan yang berupa penelitian dan pemeriksaan
ditemukan bahwa Wajib Pajak memiliki jumlah kekurangan atau kelebihan dalam
pembayaran kewajiban perpajakan. SKP yang dapat terbit yaitu Surat Ketetapan
Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih
Bayar (SKPLB).

SKPKB terbit apabila jumlah pajak terutang lebih besar dibandingkan
kredit pajak, dapat dikenakan tambahan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
perbulan paling lama 24 bulan sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa
pajak sampai diterbitkan SKPKB atau sanksi administrasi berupa kenaikan 50% atau
100% dari jumlah pajak yang terutang. SKPN terbit apabila setelah diperiksa jumlah
pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak. SKPKBT terbit apabila
ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak terutang setelah
dilakukan pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar
100% dari jumlah kekurangan pajak. SKPLB terbit apabila setelah diperiksa jumlah
pajak terutang lebih kecil dari kredit pajak. Apabila SKPLB terlambat terbit atau
lebih dari 1 bulan setelah Direktorat Jendral Pajak mengabulkan permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak maka Wajib Pajak akan diberikan
imbalan berupa bunga sebesar 2% perbulan sampai diterbitkan SKPLB. Bagan
kerangka pemikiran dapat dilihat pada Gambar 1.1.
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Gambar 1.1,

Bagan Kerangka Pemikiran
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Sumber: hasil olahan dari penulis.






